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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas karunia rahmat,
ridho dan anugerahNya, akhimya penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian dan fcigembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
pangkalpinang Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Renstra yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan menjadi dasar dalam
pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun. Melalui Renstra
BKPSDMD ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebjakan serta program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2018-2023. Renstra BKPSDMD

ini nantinya akan menjadi tolak ukur kinerja bagi keberhasilan BKPSDMD pada periode
tersebut.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 -2023 semoga tujuan,
sasaran, dan target kinerja Tahun 2018-2023 dapat dicapai.

Pangkalpinang, 1 Jun’ 2019

KEPALA BACAN KEPEGAWAIAN DAN PENGFMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

AGUNG YUBI UTAMA, 3E., M.TP
Pembina Utama Muda
NIP: NIP. 19691107 199603 1 003
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya
kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut aspirasi dan prakarsa sendiri sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku. Saat ini masyarakat menuntut adanya pelayanan
prima atas kinerja Pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya.

Peningkatan pelayanan prima tidak terlepas dan pembangunan Aparatur Negara
itu sendiri sebagai pelaksana. Pembangunan Aparatur Neoar2 sanyai penting dan
menentukan dikarenakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan banyak bergantung
pada seberapa besar kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur Negara.
Pembangunan Aparatur Negara niencakup aspek luas, dimulai dari peningkatan fungsi
utama, kelembagaan yang efektif dan efesien Jengan lata laksana yang jelas dan
transparan, serta Sumber Daya !Manusia Aparatur yaig rrofesional dan akuntabel.
Sedangkan pendayagunacn aparatur merupakan tpaya pembinaan, penyempumaan
dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap,
komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara
dalama rangka menuju tata pemerintahan yang baik (Good Govemance).
Upaya refoimasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian.

Upaya pembangunan kepegawaian dilaksanakan antara lain dengan
penyempumaan manajemen bidang kepegawaian, penyusunan pedoman
pelaksanaan manajemen kepegawaian, peningkalan penyelenggaraan administrasi
kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, serta pembangunan
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana
strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah
memugt tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan. Pencapaian sasaran,
program dan kegiatan pembangunan diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis
kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka sctiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
wajib untuk menyusun Rencarz Strategis (Renstra) OPD. Dalam penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Xota Pangkalpinang mempunyai keterkaitan dengan Rencana
Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kepuiauan Banaka Belituiig Tahun 2017-2022, dimana sasaran yang
ingin dJicapai yaitu Meningkatnya Kcmpetensi ASIv di Lingkungaii Pemerintahan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini sangat selaras dengan salah satu sasaran
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu terwujudnya ASN yang
kompeten.

Begitu juga dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memiliki peran
sangat strategis Jidalam pengelolaan manajemen ASM yang dituangkan dalam
sasaran strategis BKN 2015-2019 yaitu meningkatnya profesionalisme pegawai ASN.
Sejalan dengan hal tersebut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepuiauan Bangka Belitung
mengusung hal yang sama yaitu mewujudkan ASN yang kompeten yang bermuara
pada peningkatan profesionalisme ASN.
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Sejalan dengan hal ftersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang menyusun Rencana Strategis
dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah.
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang berpedoman juga kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang. Keselarasan Renstra
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan
Misi Kepala Daerzh temilih terkait dalam misi yaitu “Menang Pelayanan” dan
“Menang Sumber Daya” yang nantinya akar bermuara pada peningkatan kualitas
pelayanan publik can profesionalisme ASN.

Selanjutnya Rencanza Kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam
dokumen melalui penjabaran kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program,
kebijakan dan strategi yanq telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana
Strategis {Renstra) Badan Kepegawaian dan Pencembangan Sumber Daya Manus:a
Daerah Kota Pangkalpineng Tahun 2018-2073 akan menjadi pedoman dalem
penyusunan Rencana herja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun wakiu
2018-2023.

Selain itu Renstra BKPSDMD menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
pembangunan pada BKPSDCMD, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.
Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat
pada gambar cerikut.
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Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra
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1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Kepegawaian c2n Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang 2013-2018 sebagai berikut :

Pasal 18 Avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indoriesia fanun 1999 Neomor 75, Tzmbshan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851),

Undang-ndang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

RENSTRA BXPSDMD 2018- 21123
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13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nemor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambaian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahar: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembarai Negara Republik Indonecia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 4578);

Peraturan Permerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian
dan Evaiiuasi Felaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor 4741),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Femerintahan Daerah (Lembaran Nogara Republik Indoiesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4817),
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19.

20.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209),

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3),

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017
Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017
tentang Rencana Pembanqgunan Jangka Menengah Caerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahur 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

Peraturan Daerah Kcia Pangkaipinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaan Daerah Kota Pangkaipinang Tahun
2008 Nomor Nz, Seri D Nomor 01);

Meraturan Daerah Kota Pangkaipinang Nomor 23 Tahur 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembagz Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2G1C Nomor 6);

Peraturan Daeran Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukar: dan Susunan Perangkat Deerah Kota Pangkalpinang (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Peraiuran Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Serta Tata Keria Unsur Penunjang Perangkat
Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016
Nomor 57).
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Maksud dan Tujuan

Maksud peyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah untuk
memberikan gambaran arah yang jelas tentang rencana kinerja, kegiatan dan program
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2018-2024.

Sedangkan  tujuan  penyusunan Rencana  Strategis  (Renstra)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebiiakan, program dan kegiatan
pembanaunan urusan kepegawaiaii selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam
nefaksanaan tugas puxok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota
Pangkalpinang.

2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2018-2023 riclam pelaksanaan tuyas
dan fungsinya sebayai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkalpinang.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparaiur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) dadan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

RENSTRA BXPSIMD 2018-2073 Y.
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Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Babl  Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika

penulisan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Babll Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang, sumber daya,
kinerja pelayanan, serta tantengan dan peluang pengembangan pelayanan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang.

Bab il Permasaiahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan BKPSDMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BhPSDMD

EabV Strategi 2an Arah Kebijakar

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembanqunan jangka menengah
BXPSDMD

BabV! Rencana Proaram dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif Dinas BKPSDMD tahurn 2018-2023.

Bab VIl Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentany indikator kinerja BKPSDMD mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Pangkalrinang tahun 2018-2025.

Bab VIll Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman fransisi dan kaidah pe'aksanaan Renstra BKPSDMD
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BABII
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPSDMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kepegawaian
merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan
manajemen kepegawaian di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susuiian Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan berdasarkan
Feraturan Vvalikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016, Badan Kepegawaian dan
Pergembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas
pokok “Melaksanakan peiumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan
Pangembanzan Sumber Daya Menusia Daerah berdasarkan asas desentralisasi
dan tugas pembantuan”, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegcsaian dan Pengembangan Sumber
Daya Ma. usia Daerah,

2. Penetanan rencana strategis bauan urtuk mendukung visi dan misi Kota
Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang
bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daeran;

4. Penetapan rencana kerja badar. menurut skala pricritas dan mendistribusikannya
kepada bawahan,

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah;,

6. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusie Daerah,

7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana,
sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

8. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

RENSTRA BXPSDMD 2018-2023 Page-9-



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016
tantang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18),
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkalpinang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
Sekretaris, membawahi 2 sub.bagian yaitu :
a. Sub.bagian umum dan kepegawaian
b. Sub.bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data, membawahi 3 seksi yaitu :
a. Seksi pengadaan dan pengangkatan
L. Seksi mulasi dan pemberhentian
c. Seksi perencanaan data dan iniormasi
4, Bidang Dikiat dan Pengembangar dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi 3
Seksi, yaitu.
a. Seksi pendidikan dan peiatihan
b. Seksi pengembangan dan sertifikasi
c. Seksi profesi ASN dan kesejahteraan pegawai

RENSTRA BXPSOMD 2018-2023 Page-10-



Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kc'a Pangkalpinang sebagai berikut :

Gambar 1.1
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Tupoksi BKPSDMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mempunyai tugas
meiaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan wgas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SCM Daerah mempunyai fungsi:

perumusan kebiiakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Daerah;

b.

penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota
Pangkalninang dan keuilakan Walikota,
pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang
bidana kepegawaian uan Pengembangan SDM Daeraiy;

peneigpan rencana kerja badan menurut skala prioritas  dan
mendistribusikannya kepadz bawahan;

. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan

SCM Daerah;
pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Daerah;

. pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan

Pengeinbangan SDM di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan
prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; dan

h. pelaksanaan tugas pemerintanan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas,
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
membawahi :
1. Sekretaris
(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai
fungei:

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah;

b. penyusunan rencana program dan anggaran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah;

c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian,
hukum dan organisasi serta hubungan mesyarakat Badan Kepegawaian
dan Fengembangan SDM Daerah;

d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi,
tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daeraii; dan

e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris
membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
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1.
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tuges melakukan
pemberian dukungon o?ministrasi  ketatausahaan, kerumahtangggan,
kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Badan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a.

penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan

naskah  dinas, penataan  kearsipan, penyelenggaraan
kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah;

pelaks2naan administrasi kcpegawaian yang meliputi perencaraan dan
pengelolaan administrasi kepegawaian (kenakan gaji berkala, cuti,
disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai),

. pengelolaan dan peineliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan

daerah lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
pengelolaan jaringan informas: dan komunikasi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah; penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik;
pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi
atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan
dokumentasi; penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses
oleh masyaraxat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada
Pejahat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan

. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
Daerah.
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2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan vyang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(2) Kepala Sub Bagicm Pcrancanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(3) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra,
Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran,
RKA/DPA Kesekretariatan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Daerah;

b. penyusunan bahar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
(Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Bacan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah;

¢. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatar. (LAKIP,
LPPD LKPJ) Badan Kepegawaian dzn Pengembangan SDM Dacrah

d. Pelaksanaan analisis keuangan Badan Kepegewaian dJan
Pengembangan SDM Daerah,;

e. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi monitoring evaluasi anggaran,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

f. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

g. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik’kekayaan daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; dan

h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan dan Keuangan.
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2. Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

(1) Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah.

(2) Kepala Bidang Diniai, ~engembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan
Pegawai kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah.

(3) Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai

fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Diklat, Pengembangan
dan Kesejahteraan Pegawai;

b. penyusunan pelunjuk fteknis lingkup Diklat, Pengembangan dan
Kesejahteraan Pegawai,

c. penvelenggaraar. urusan pemerintahar dan pelayanan umum bidang Diklai,
Pengembangan aan Kesejahtercan Pegawal,

d. pemberday=an dan peningkatan kualitas sumber daya manusia hngkup
Dinlat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai,

e. pelaksanaan monitosing, evaluasi dan pelaporan lingkup Diklat,
Pengembangan dan Kesejahteraan Megawai; dan

f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah sesuai dergan
tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan ftugas dan fungsi di atas, Kepala Bidang Dikial,
Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

1. Seksi Fendidikan dan Latihan;

2. Seksi Pengembangan dan Sertifikasi; dan

3. Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai.

RENSTRA BXPSDMD 2018- 2023 Page - 16 -



1. Seksi Pendidikan dan Latihan
(1) Seksi Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Pendidikan dan Latihan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.

(2) Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melakukan
koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di
lingkup Pendidikan dan Latihan.

(3) Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pendidikan dan Latihan

b. pelaksanaan analisa kebutuhan diklat;

c. penyusunan rencana teknis pengembangan sistem diklat, kurikulum,
silabi, modul dan metode pembelajaran diklat,

d. penyusunan rencana jadwal diklat, calon peserta diklai dan
widyaiswara; dan

e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pendidikan dan Latihan.

~

Seksi Pengembar.gan dan Sertifikasi

(1) Seksi Penaembangan dan Sertifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Pendidikan dan Latihan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.

(2) Kepala Seksi Pengembangan dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan
koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di
lingkup Pendidikan dan Latihan.

(3) kepala Seksi Pengembangan dan Sertifikasi mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengembangan da
Sortifikasi;

b pendataan penyusunan iiwayat pegawai/frack record pegawai,

C. penyusunan rencana dan pengkajian pengemtangan karier pegawal
dan profesionalime pegawai,

d. penyelenggaraan peningkatan dan pembinaan karier begawai,

e. pelaksanaan keikutsertaan dan kebutuhan diklat pegawai dalam rangka
pengembangan karier pegawai dan profesionalisme pegawai; dan

e, S
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f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan dan Sertifikasi.

3. Seksi Pengembangan dan Sertifikasi

(1) Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai yang bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan
Pegawai.

(2) Kepala Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas
melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan
pelaporan di lingkup Profesi ASN dan Kesejahteraar Pegawai.

(3) Kepala Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Profesi ASN dan
Kesejahteraan Pegawai;

b. pendataan, peningkatar, pengusulan dan  pengembangan
kesejahteraan pegawai;

c. pemberian tanda jasa;

d. pembekalan, pembinaan dan pengembangan fisikk serta mental
pegawai; dan

e. pelaporan pelaksznaan kegiatan lingkup Profesi ASN dan
Kesejahteraan Pegawai.

3. Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data

(1) Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data dipimpin oleh seoiang
Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Nata yang bertanggung
jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Dagrah.

(2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan ftugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah.

(3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data mempunyai fungsi:
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a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perencanaan,
Pengadaan, Mutasi dan Data;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan
Data;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
Perbendaharaan lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup
Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perencanaan,
Pengadaan, Mutasi dan Data; dan

f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan,
Pengadaan, Mutasi dan Data merabawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Pengadaan dan Pengangkatan;

b. Seksi Mutasi dan Pemberhentian; dan

c. Seksi Perencanaan, Data dan lnformasi.

1. Seksi Pengadaan dan Pengangkatan
(1) Seksi Pengadaan dan Pengangkatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Pengadaan dan Pengangkatan yang bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data.
(2) Kepala Seksi Pengadaan dan Pengangkatan mempunyai tugas mel2kukan
koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di
lingkup Pengadaan dan Pengangkatan.

(3) Kepala Seksi Pengadaan dan Pangangkatan mempunyai fungsi:
a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengadaan dan
Pengangkatan
b. pelaksanaan pengadaan ASN tingkat kota;
c. pengusulan pengadaan NIP;
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d. penyusunan bahan penetapan kebijakan pengangkatan CASND tingkat

kota;

e. pelaksanaan pengangkatan CASND tingkat kota;

f. penyusunan bahan penetapan CASND menjadi ASND tingkat kota;

g. penetapan kenaikan pangkat ASND kota menjadi golongan ruang I/b
sampai dengan Ili/d;

h. pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;

i. penyusunan bahan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian ASND kota dalam dan dari Jabatan Tinggi Pratama atau
Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kota;

j. pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris
Daerah Kota;

k. pengusulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

|. penyeleszian administrasi pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan
pangkat penawai; dan

m. pelaporan  peiaksanaan kegiatan lingkup Pengadaan dan

Pengangkatan.

2. Seksi Mutasi dan Pemberhentian

(1) Seksi Mutasi dan Pemberhentian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Mutasi dan Pemberhentan yang bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data.

(2) Kepala Seksi Mutasi dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan
koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di
lingkup Mutasi dan Pemberhentian.

(3) Kepala Seksi Mutasi dan Pembernentian mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Mutasi dan Pemberhentian
b. penyusunan bahan penetapan perpindahan ASND kota;

c. penyusunan bahan penetapan pemberhentian ASND kota golongan
ruang lll/d kebawah dan pemberhentian sebagai CASND kota;
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d. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dibidang kepegawaian skala kota;

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN
dilingkungan kota;

f. penyelenggaraan Mutasi dan Pembinaan pangkat, Mutasi dan
Pembinaan jabatan, Mutasi dan Pembinaan antar daerah;

g. penyusunan rencana mutasi, rotasi pegawai, pengadaan administrasi
status hukum kepegawaian;

h. supervisi terkait disiplin pegawai dan pemberhentian pegawai;

i. pengelolaan kenaikan gaji berkala;

j. pemberian pensiun bagi PNS; dan

k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Mutasi dan Pemberhentian.

3. Seksi Perencanaan, Data dan Informasi

(1) Seksi Perencanaan, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Perencanaan, Data dan Informasi yang bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data.

(2) Kepala Seksi Perencar=an, Data dan Informasi mempunyai tugas
melakukan koordinas: penyusunan rencana program dan evaiuasi dan
pelaporan di lingkup Perencanaan, Data dan Informasi.

(3) Kepala Seksi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai fungsi:

a. pencumpulan dan pengelolaan data lingkup Perencanaan, Data dan

Informasi;

b. pendataan pegawai;
pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai pada setiap satuan organisasi
perangkat daerah;
. perencanaan kebutuhan pegawai dan rencana pendistribusian pegawai,
. penyusunan formasi ASND setiap tahun anggaran;

penyusunan bahan penetapan formasi ASND setiap tahun anggaran;
. pengusulan formasi ASND setiap tahun anggaran,
. pengumpulan dan penyimpanan data dan arsip pegawai,
i. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen
kepegawaian (SIMPEG);

RENSTRA BXPSIMD 2018- 20173 Page - 21-

o

T Qe ™0 Q




. penyelenggaraan penyajian dan

kepegawaian; dan

layanan data dan

informasi

k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan, Data dan

Informasi.

2.2 Sumber Daya BKPSDMD

Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Penoembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sampai dengan
tanggal 31 Desember 2018 didukung oleh ASN sebanyak 28 orang. Adapun komposisi
ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jumlah Pegawai di Lingkungan BKPSDMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Sesuai Bidang Penugasan P I Juiniah
Laki-Laki Perempuan
ASN
ERED 4 2 | 6
2 | D3 2 6 b
4 [ 7 4 N
5 |S2 2 1 3
. |S3 = . =
Jumiah 15 13 28
NON ASN
1. [ sma 5 4 9
2 |8 1 4 5
8 A —-I' 14

Sumber - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDMD Kota Pangkalpinang (Desember 2018).
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Tabel 2.2
Jumlah Pegawai di Lingkungan BKPSDMD Berdasarkan Golongan

Pegawai
No. Sesuai Bidang Penugasan Jumiah
Laki-Laki Perempuan
Aparatur Sipil Negara
1. | Pembina Utama Muda, {Vic 1 1
2. | Pembina Tingkat |, IV/b 1 1
3. | Pembina, IV/a 1 1
4. | Penata Tingkat |, lIVd - :
5. | Penata, lllic 7 3 10
6. | Penata Muda Tingkal |, lIb 0 3 3
7. | Penata Muda, IVa 1 3 -
8. | Pengatur Tingkat |, Ild 3 3
9. | Pengatur, lic 3 5
10. | Pengalur Muda Tingkal |, /b
1 | Pengatur Muda, Ilfa N
Jumiah 15 13 28 |
| i

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kspegavaian BKPSDMD Kota Pangkalpinang (Meseinber 2018).




Tabel 2.3
Jumiah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

Konaisi
No Saranal Prasarana Jumiah Tahun 2018 (Baikl Rusak)
1 2 3 4
1 | Gedung 1 Baik
"2 | Kendaraan Dines | oo
............... T
i SRoda2 Ty ek
5| Mesin Ketik Manual Portable (11-13) g aal Bak
6 |lemaiBess s 1 Bak
| et 1 N it Bk
78 [FilingBesiMetal s Rak
U9 {BrandKas TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYTTT T Bak
10 |RotayFiling S - Bak
91 | Llemani Sook T S Bak
T N S S
13 |lemariMakan | 4 Bak
4 |lemaikay 2 | Kurang Saik
15 | AatPenghancurKetas R 5 T Bak
7736 Papan Namaingians T
17 | Papan Penguraunan 1 Baik
718 | Papan Absen T - SRR Bak
i . “Bak
""2'(5"+.(§6b}'.85&&§16kii&<w5ité§6&3 """"""""""""""""""" S B Baik
2 |MesinAbeansi oA ] Bak
22 Panel Pameran 1 Baik
23 | Papan NamaRvanganJabate. | 1 T Bak
2 [MeaKawRon T Bak
25 | Meja rapat Z Baik
%5 | MajaResepion g Bak
U7 [ KursiRapat T TTTTTTTITTTTT x - ko Bak
T KusiTamu Ty s Bak
T e gy "
[T TN N | N5, N ——_ | 3 Kurang Baik
.30 |MejaBro . T _Bak
3 Sofa , SR (. Baik _______
3 |KusiKefa 2 ] Baik
O RaTV | Bak
BN R N SR N Bak
35 | Mesin Penghisap DebuVacum Cleaner | 1 | _ Bak
36 | LemariEs | A - Bak
I OTACUmt T T 12 8 Baik,
ORI MU [N B S P —— 4 Kurang Baik
38 | Dispenser e, . 1 1 Bak .
L b T S (. A T Bak
W | Telewsi g [ Bak
4 }s«msmm R e Bak
"4 | TimbanganBadan [y Bak
X | e o TN Ty Baik




.45 | AatRumah Tangga Lain-ain 2 Baik

46 | AlatPemadam Podtable | AR, Bak
47TPCUnmxanmrPc """"""""""""""""""""" . - Bak
48 |LapTop g Bak
BT R B . " Bak
L e S
W " R Bak
R "R Bak
B TR D e e e— g e - Bak
B A Sever ] Bak
55 | Router i R AR | Bak
M RS i S g Bak
5T | MejaKeqa T % T T 24Bak,
L . WWB*
.59 | KursiKerja Pejabat Eselontl N Bak
60 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2 | Bak
761 | Proyekior + Attachment | 4 T Bak
82| Cameraleionc T %
T [HandyTay T e g
L SRR V3| SRR N T -
65 | Wireless Amplifier I . Bak .
86 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 1 Baik
67 | Penambshandeyalstik |4 . Bak
"85 | s PusatPengat ik Kapass Sedang | T T g
69 | Jaringan Pembawa Lain-lain 1 Baik
770 | Jaringan Telepon Di alas Tanah Kapasitas Sedang | 1 |7 Baik
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Fangkalpinang sebagai lembaga teknis yang
mengelola manajemen kepegawaian telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan BKPSDMD.

2. Penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pensiun, mutasi, tugas
belajar/ izin belajar pegawai.

3. Pelaksanaan pembinaan, disiplin dan kesejahteraan kepegawaian

4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepegawaian.

5. Pengelolaan dan penyiapan data, informasi dan arsip kepegawaian.

Kelompok sasaran yang akan diberikar. pelayanan oleh Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Naya Manusia Daerah Kota Pangxalpinang adalah
aparatur pemerintah, dengar memfasilitasi semua urusan kepegawaian sesuai dengan
tugas pokok dan furgsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.

Pencapaian target verdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan
sumber dana APBD Koia Pangkalpinang pada Badan Kepegawaian dan
Pengenibangan Sumber Daya Manusa Daeran Tahun 2018 dapat cilihat pada abel
benkut.
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Par.gkalpinang

Tabel 2.4

No

Indikator

Kinerja
(Outcome)

Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(2013)

Capalan Kincr Ja

Tahun 2014

Tahun 2015

I

Tahun 2018

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi kinerja pada
akhir periode RPJMD

target

realisasi

realisasi |

%

% | target

realisasi

target

realisas|

%

SKPD
Penanggung
jawab

3

10

11

12 13

14

15

16

17

19

039

023

0.34

0.26

7692

027

2000 | 035

163.64

0.17

0.13

151

8273

4912

4812

49.12

100

50.07

49.80

9946

55.78

27

96.55

31

707 5415

5415

100

56.87

5469

8c.17

56.87

5460

96.17

100

3

w3

100

96.55

B

96.55

124

136

3

96.32

136

132

97.08

136

9181 118

118

100

116

108

83.10

118

108

23.10

2104

2107

2107

100

100

2002

2032

100 1503

~ 100

1583

100

1653

1653

100




Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendznaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kota Pangkalpinang
- Parsentasu Rualisas Anggaran Pada ||| Rata-Rata Pertumbunan Raalisasi |
- P [ Arggéran pada Tahun b »- 1 [ Fealisasi Arggaran pada Tahun ke- l p ,
[ Uraian ***) ] i e, i Tohun Ka- Anggaran |
[ 2014 ]Lzms | 018 ” zonJ[ 2018 JL aw |1 msJ rzmé—H 2017 ” 2018 I 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 |  Anggaran Reatsasi
) 2 @ ) 8 (6) m (#) ) (10) () (12 | (13 | (4 | 15 | (18 {17 (18)
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS! 1,327,164,0000 933,332, 76612190 70472000 633307914 105534 534 ESE48417 705727514 656018844 560,191,027 7954 €134 9211 9304 7954  673069.121 770,735,464
PERKAN ORAN I R -
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 518,308, 33426857 180051534 169,400, 21310000 457,383 165 240,324924 143403757 116,641, 28880153 8329 7190 7964 267,969,407 2329 37
PRASARANA APARATUR
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 20,550,000 65,250, 20,760,000 13400004  50.230,000 1 20310000 8354 8231 ' 89,54 21,312,000 19,7 3,1
APARATUR
4, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 1,056,232, 375,000, 165,000,000 360,240,000 135,000,000 342302500 179,687, 91920100 331399517 03567004 3222 4754 6571 89,74 3224 420,004,000 207,307,214
SUMBER DAYA APARATUR
5. PROGRAM PENINGKATAN 3870000 4320000 15300000 6,000 6,000, 1 870,00 2,140, 15300000 6070000 8,000, 100 58 1004 1 10d 7,488,000 7482,
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINER 1A DAN KEUANGAN
8. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 180,360, 527.015.@1 1,133,000, 148,880, 124136900 343594250 1,125,798,154 ] 148,800,071 68563 6520 96, 4 6883 403,851,000 348,435,87:
7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN { 45400000  40.87:.00 { Qsnod 3722 1 %811 9107  17.263,000 16,179,500
KORFRI |
8. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 602,800,000 1,849,240, 602,785,000 208,000,000 392,240,268 583,807,600 1,154,976, §78, 175763704 6,167,264 9353 624§ 0803 67,59 €353 750413067 507,917,
SUMBER DAYA APARATUR (TEKNIS)
9. ROGRAM PEMBINAAN DAN 2013843000 1,643,374,000 1,562.351,0000 1,443,720,000 1,731,116.800 1301589 317 1052954737 1204,479.427/1,341,194 062 1,200,78032 64,63 6405 7001 9290 645 1679000980 1,227,998,
PENGEMBANGAN APARATUR




2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
2.4.1. Tantangan

Tantangan (threats) yang dihadapi dalam pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Peraturan di bidang kepegawaian yang cepat berubah.
2. Tuntutan akan kualitas layanan aparatur.

3. Semakin besar beban kerja dan tuntutan kompetensi aparatur.
4. Restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah.

2.4.2. Peluang

Peluang (opportunity) yang dihadapi dalam pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinany antara lair. :

1. Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai.
2. Adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat.
3. Adanya kewenangan dalam manajemen dibidang kepegawaian.

2.4.3. Kekuatan
Sedangkan %ekuatan (strenghf) yan) ada pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Naya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

. Tersedianya sumber daya manusia aparatur.
. Kemauan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
. Adanya semangat belajar dain sumber uaya aparatur.

W N -

2.4.1. Kelemahan

Sedangkan kelemahan (weakness) yang ada padze Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Perumwsan kebijakan dibidang kepegawaian belum optmal.
2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi.
3. Kemampuan SU'M aparatur masih rendah.

4. Pemanfaatan teknolcgi informasi belum optimal.
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang

Secara umum permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pegembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan
bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi).

2. Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan da:1 pengalaman kerja terhadap jabatan.

3. Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai
dikarenakan keterbatasan anggaran.

4. Promosi terbuka hanya terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

5. Capaian kinerja belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja.

6. Absensi beium terintegrasi, pembayaran turjangan kinerja belum didasarkan pada
kineria pegyawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai belum semuanya dinilai oleh
atasan.

7. Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan “ode etik.

8. Arsip data pegawai dari PNS masih belum masuk semuanya ke BKPSDMD

3.2.Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan xepala daerah dan wakil kepala daerah terpilii dan uniuk
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah
dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu
strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja
berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan-
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kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerdh terpilih.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

“Mawujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinany
Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkalpinang, untuk tahun 2018-2023 menduhkung Visi Kepala Daerah terpilih
yakni visi ke 3 : Mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai Kota *UNGGUL".
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerch Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian
visi ke 2 : Mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai Kota “Unggul”.
Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Caya Manusia Daerch Kota Pangkalpinang yaitu
Meningkatkan tata keiola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya
Good Gevernance dengan tujuan Meningkaikan implementasi Reformasi Birokrasi dan
dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara (ASN).

Faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi Badan Kepegawaian dar
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangka'pinang dalam
pencapaian visi 4an misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel
berikut ini :
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Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKPSDMD

Tabel 3.2

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil KepalagD_aeraﬂh__

No Misi, Tujuan dan Permasalahan Tan
Sasaran RPJMD Pelayanan SKPD Penghambat Pendofong
(1) 2 (3) (4) (5)
1 | Misi 3: Meningkatkan
Tata Kelola Kelidaksesuaian Adanya
Pemerintahan menuju pendidikan, kegiatan
Tercapainya Good pelatihan, dan Penyusunan
Governance nengalaman Rencana
terhadap Pembinaan
Tujuan : Meningkatkan Tingginya gap kompetensi jabatan Karir Pegawai
Implementasi Reformasi ASN
Birokrasi Pemerintahan Promosi terbuka
Daerah hanya terbatas
pada Jabatan
Sasaran : Pimpinan Tinggi
Meningkatnya Kualiias Fratama
Pelayanan Publik dan
Profesionalitas Aparatur Belum optimainya Belum Adanya
Sipil Negara (ASN pe'aksanaar. pengembangan | dilakukannya kesempatan
kompetensi pegawai pengembangan untuk
berbasis peningkawn
kompetensi kompeterii
kepada seluruh sumberaya
pegawai aparatur
(melalui
Keterbatasan | undengan diklat)
anggaran
Masih rendahnya kinerja Absensi belum Adanya
pegawai teiintegrasi, komitmen Jari
pempayaran para pimpinan
tunjanoan
kinerja belum
didasarkan
pegawai,
Penilaian
Prestasi Kerja
Pegawai belum
semuanya
| dinilai oleh
l alasan |
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33.1.

3.3.Telaah Renstra KL dan Renstra Peraagkat Daerah Provinsi
lelaah Renstra KL

Permasalahan pelayanan BKPSDM Kota Pangkalpinang akan dilihat berdasarkan
sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi
Birokrasi, Renstra Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara R!
dan Renstra Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Renstra Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi
1) Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten
a. Pengisian jabatan sesuai kompetensi jabatan

Daiam rangka mewujudkan PNS yang profesional, berkualitas, dan
bertanggung jawab, dipetiukan PNS yang kompeten melalui sistem pengisian
jabatan yang profesional dan terbuka. Urtuk mendukurg hal tersebut
diperlukan kesesuaian antara koiipetensi yang dimiliki aparatur dengan syarat
kompetensi suatu jabatan. Pengisian jabatansesuai kompetensi jabatan belum
sepenunnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

. Pengembangan kompetensi

Calain pengembangan kompetensi, ASN mempunyai hak untuk diklat minimal
20 jam dalam 1 tahun Pengembargan kompetensi ASN minimal 20 jam
dalam 1 tahun belum sepenuhnya dilaksanakan kepada seluruh pegawai
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terwujudnya SDM Aparatur yang kompetitif
a. Instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan promosi terbuka;

Salah satu langkah penting urtuk meningkatkan profesionalisme SDM
aparatur adalah melalui perubahan sistem atau mekanisme rekruitment yang
berbasis pada kompetisi. Yang menark dari perubahan mekanisme ini acalah
adanya promosi terbuka (open promotion) yang oieh masyarakat umum lebih
dikenal sebagai lelang jabatan (job bidding) atau fit and proper test. Promosi
Terbuka sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung meskipun terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama.



b. Jumiah instansi per.erintah yang telah menerapkan standar kinerja individu
Mulai 1 Januari 2014 penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
menggunakan parameter berupa hasil kerja yang nyata dan terukur, sehingga
subjektivitas penilaian dapat diminimalisir sebagaimana konsekuensi
diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
PNS. Penilaian prestasi kerja merupakan rangkaian proses manajemen
kinerja, berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolak ukur yang meliputi aspek
kuantitas, kualilas, waktu, dan biaya dari sefiap kegiatan tugas
jabatan.Penilaian prestasi kerja telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung namun capaian tersebut belum dijadikan dasar
pembayaran tunjargan.

Renstra Badan Kepegawaian Negara

Sebagaimana dicantumkan dalam RPJMN, juga ainyatakan sasaran bidang aparatur

yang bersaitan dan menjadi tanggung jawab BKN adalah terkait derwan pencapaian

indeks ProfesionalitasASN. Dalam hal ini target yang akan dicapai pada tahun 2019

adalah sebesar 78 dengan baseli.e wahun 2014 sebesar 76,00. Bacan Kepegawaian

Neaarc menitikberatkan sasaran suategis pada meningkatnya tingkat profesionalisme

pegawai ASN. Profesional dalam pendekatan merit base mengandung persyaratan

sebagai berikut:

1. Kompetensi; Kesesuaian antara syarat jabaian dengan kompetensi(Pendidikan,
Pelatihan, Keahlian dan Pengalaman)
Sebuah organisasi modern harus memenuhi syarat bahwa yang menduduki suatu
jabatan harus memiliki pengetahuan, keterampilan yang memadai sesuai dengan
syarat yang ditetapkan. Ketidaksesuaian antara syarat jabatan dengan seseorang
yang sedang menjebat akan disehut kompetensi gap. Sebaliknva semakin kecil
gap menunjukkan semakin profesional sebuah lembaga tersebut. Kesesuaian
antara syarat jabatan dengan kompetensi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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2. Kinerja

Seorang pejabat harus memiliki kinerja sesual dengan target yang telah
ditetapkan. Selain kuantitas, kualitas dan ketetapan waktu menyelesaikan
pekerjaan juga menjadi dasar perhitungan kinerja.Perhitungan kinerja dapat
dibedakan pada posisi pelayanan kepada beneficieries.Penghitungan kinerja
masih menggunakan penilaian prestasi kerja pegawai terhadap SKP yang telah
disusun. Pemberian tunjangan berdasarkan capaian kinerja belum dilaksanakan
di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Kompensasi
Kompensasi merupakan satu persyaratan dalam mengukur tingkat
profesionalisme suatu lembaga. Kcndisi kompensasi vang belum sesuai akan
mendorong terjadinya upaya-upaya lcgal maupun ilegal untuk menyesuaikan
pendapatan seorang pcgawai. Pegawai akan sibuk untuk  memenuhi
kebutuhannya dibarding memikirkan pelayanan yang harus diberikan. Sefiap
jenis pekerjaan akan memiliki tingkat kompensasi yang berbeda-beda tergantung
resito dan wilayah dia bekerja. Pemberian Kompensasi di Pemerintah Provinsi
Keoulauan Bangka Belitung belum berdasarkan capaian kine:j=.

4. Disiplin
Faktor keempat yanq menjadi insttumen indikator adalah disiplin.Tingkat
kedisivlinan merupakan upaya pengendalian yang bersifal preventif dan
pengawasan yang bersifat pemberian hukuman jika ditemukan individu yang
melangga: disiplin Kasus pelanggaran disiplin masih ada pada Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Telaah Renstra Lembaga Administrasi Negara RI

Sasaran Lembaga Administrasi Negara RI fterkait dengan kediklatan yaitu
meningkatnya kompeterisi dan profesionalisme ASN meialui dikiat kepemimpinan,
dikiat ieknis dan fungsional, pengembangan kompetensi Widyaiswara, akreditasi diklat,
dan penyelenggaraan penilaian kompetensi. EKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung salalu berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara terkait dengan
peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. B!XPSDM Provinsi Kepulauan Baugka Belitung sudah melaksanakan diklat
peningkatan kompetensi meskipun belum merata ke seluruh pegawai.

e e ——————
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Tabel 3.3
Permasalahan BKPSDMD Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/ Lembaga
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Permasalahan Faktor
Sasaran Jangka
No Menengat Pelayanan
A BKPSDM Penghambat Pendorong
(1) 2 (3 (4) (5
- Terwujudnya SDM - Ketidaksesuaian - Reiwaia pemetaan/
Aparatur yang kompeten pendidikan, redistribusi pegawai,
(Kemenpan Rb); pelatihan, dan |- ASN  wajib  memiliki
Meningkatn terhadap jabatan ndang ASN
- ya ) Ui
kompetensi Tingginya gap - ASN mempunyai hak
j Kompetensi ASN | _ Bejum dilakukannya |  mengikuli pelatihan 20 jam
(LAN RI); ftahun
berbasis kompetensi
- Meningkatnya kepada seluruh
profesionalisme pegawai
ASN (BKN)
- Capaian kinerja belum | Rencana absensi terintegrasi
profesionalisme pegawai kinerja ASH pemoayaran tunjangan | kinerja)
ASN (BKN) kinerja
Meningkatya Masih rendahnya | Masih adanya kacus | Rencana absensi terintegrasi
profesionalisme pegawai | disiplin ASN pelanggaran disiplin dan | (kehadiran, kompensasi, dan
ASN (BKN) ' kode etk kinerja)
=) (St S

3.3.2. Telaah Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan dalam Rensira BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah
Meningkatkan Profesionalitas Aparatur. Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangxa Belitung adalah :
1. Meningkatnya pelayanan kediklatan;

Salah satu upaya dalam meningkatkan profesionalitas ASN yaitu melalui
peningkaten peleyanan kediklatan. Upaya terseout iuga berimplikasi dengan
peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya berupaya menyelenggarakan kegiatan kediklatan
dengan melibatkan kabupaten’kota. Dengan penyelenggaraan kediklatan
diharapkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung akan meningkat.

S
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2. Meningkatnya kompetensi aparatur;
Salah satu kendala dalam menjadikan ASN yang profesional adalah tingginya gap
kompetensi pegawai yang dilihat dari kesesuaian jabatan, kesesuaian tingkat
pendidikan, kesesuaian pelatihan dengan jabatan, dan pengalaman
jabatan.Dengan tingginya gap kompetensi pegawai tentu akan berdampak buruk
pada pelayanan kepada masyarakat. Banyak pekerjaan akan terbengkalai dan
tidak terspesialisasi sehingga pegawai sulit mengeluarkan kemampuan sesuai
dengan bidangnya. Akibatnya pegawai lebih banyak mengerjakan pekerjaan lain
dibandingkan dengan tugas pokoknya. Oleh karena itu menjadi tugas penting
BKPSDM dalam mengeiola ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Caitung agai memiiki kesesuaian kompetensi. Semakin sesuainya
pegawai dengan standar kompetensi yang dimilikinya maka dapat meningkatkan
indeks profesionalitas ASN dan pada akhimya akan meningkatkan indeks
3. Meningkatnya disiplin dan xinerja aparatur,

Isu rendahnya disiplin dan kinerja ASN sudah merupakan isu sentral ASN.
Lambannya pelayanar, banyaknya kasus indispliner, KKN dan lain
sebagainya. | ingginya gap capaian disiplin dan kinerja ini menjadi point BKPSDM
dalam mengevaluasi kembali capaiari kinena ASN di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi penilaian kinerja saat ini sudah mulai
diarankan pada aspek dan metode yang lebih terukur, mulai dar orientasi
pelayanan, integritas, disiplin, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Dengan
pertimbangan ftingkat capaian Ynefja ini sangat memungkinkan untuk
memberlakukan reward and funishment kepada peyawai. Dengan semakin
tingginya capaian kinerja pegawai maka gap disiplin dan kinerja akan semakin
kecil dan akan menaikkan indeks Profesionalitas ASN yang pada akhimya
berpengaruh baik pada indeksRejormasi Birokrasi.
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Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
cumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang, BKPSDMD Kota
Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra BKPSDMD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) yaitu :

1. Meningkatnya kompetensi aparatur,
2. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur.

Tabel 3.4

Permasalahan BKPSDMD Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Sasaran Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Faktor
Sasaran Jaigka
Renst Permasalahan
No | BKPSOMD Provinsi Pelayanan
Kepulauan Bangka BKPSDM Penghambat Pendorong
Belitung
(1) (2 3 (4 )
- Ketidaksesuaian - Adanya kegiatan rencana
Meningkatnya Tingginya gap pendidikan, pelatihan, pembinaan karir pegawai
Kompetensi Sumber | kompetensi ASN dan pengalaman - ASN  wajb  memiliki
Daya Aparatur terhadap jabatan kompelensi sesuai undang-
undang ASN
- Belum dilokukaanya | - ASMN  mempunyai  hak
pengembangan berbasis mengikuti 20 jain pelatihan
kompetensi dan Nahun
| asses.nent hepada
| seluruh pegawai
kualitas pelayanan publik | Masih rendahnya | dijadikan dasar | (kehadiran, kompensasi, dan
dan akuntabitas kinerja kinerja ASN pembayaran  lunjangan | kinerja)
kinerja
Terwujudnya displin Masih rendainya | Masih  adanya kasus | Rencana absensi terintegrasi
pegawai disiplin ASN pelanggaran disiphn dan | (kehadiran, kompensasi, dan
kode etik kinerja)
L e _____]
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3.4. Penentuan Isu-lsu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun
menjadi peluang suatu daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis yang periu
ditandatangani dalam pelaksanaan Renstra Badan Kapegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan penempatai ASN ;aiy disesuaikan dengan
kompetensi Jabatan;
Berdasarkan data yang ada, uniuk persentase jabatan yang terisi sesuai dengan
kompetensi pada tahun 2017 hanya 47,76% dan pada tahun 2018 sebesar 53,29%.

2. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN;
Fada tahun 2017 hanya 18 orang atau 0.57% yang mengikuti diklat formal dari total
ASN sebanyak 3.168 orang dan pada tahun 2018 hanya 4 orang atau 0.13% yang
mengikuti diklat formal dari total ASN 3.005 orang.

3. Pelaksanaan layanan kepegawaian yang belum optimal.
Pada tahur 2017, persentase tata naskah pegawai digital yang tersimpan sebesar
69.44 % sedangkan pada tahun 2018 sebesar 83.15%.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang nendak uicapai dalam jangka wakiu lima
(5) tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pemyataan visi dan misi Kepala Daerah
terpilih sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam jagka waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk itu, agar
dapat diukur kebernasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap
tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi
pembangunan uan sarana untux mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu
tahun 2018-2023 yaitu :

“Meningkatka~ Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah”
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4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian ouicome program
Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 2ty

“Meningkatnya Kualitas Pelavanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil
Negara (ASN)”

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya
disajikan dalam Tabel. 4.1 sebagaimana berikut ini.




Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

Kondisi Awal | Target Kinerje Tujuan/ Sasaian Jangka |  Kondisi
No Tujuan Sasaran '"d'k;z;::ﬂ"'"kaman Menengah Akhir
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | RPJMD
1 | Meningkatkan Indeks Nilai NA NA | 6250 | 63,00 | 63,50 | 64,00 | 64,50 64,50
Implementasi Reformasi
Reformasi Birokrasi
Birokrasi (Sub
Pemerintahar Komponen
Daerah penataan
sistem
manajemen
SDM)
Meningkatnya Indeks Nilai 7587 | 76,44 | 76,80 | 77,20 | 77,60 | 78,00 | 78,40 7840
Kualitas Profesionalitas
Pelayanan Publik | ASN
dan
Profesionalitas
Aparatur  Sipil
Negara (ASN) JL
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Strategi merupakan pemyataan-pemyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi
yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1.

Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP, SOP,
penilaian kinerja pelayanan publik, pemanfaatan Tl untuk pelayanan publik.

Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi government.
Mengembangkan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan,
dan pengintegrasian aplikasi e-government.

IMieningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui berbagai diklat dan pelatihan.

Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensi.

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yanq diambii oleh Dadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

“
!

. Peningkatan penerapan standar pelayanan publix pada unit-unit pelavanan publik

pemerintah daerah.
Peningkatan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan
publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Optimaiisasi penerapan e-goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan pubiik.
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BABVI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untux mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dain fuiyei. Cedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah
serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (cutcome) suatu program.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang,
akan melaksanakan 7 Program yang terdiri dari 1 (satu) program kepegawaian dan 6 (enam)
program rutin. dan yaitu .

1. Program Kepegawaian Daerah

2. Prugram Pelayanan Administrasi Perkantoran.

3. Piogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur.

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

6. Programn Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
7. Program Pembinaan uan Pengembangan Kepegawaian.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ditampilkan pada T2bel 6.1 (teriempir)
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BABVII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikaior
kinerja yang berguna untuk mienguku. cupalan target kinerja pembangunan daerah. Indikator
kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun
kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program
pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.
Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaraii pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam
dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Mar.usia Daerah Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Keta Pangkalpinang. Target inaikator kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Keta Pangkalpinang
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur daiam evaluasi kinefja
pembangunan. Pencapaien kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam
pelaporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur
Badan Kepegawaian dan Pangembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang
Indikator Kinerja peryelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2018-2023
. Kondisi Awal Tahun Kondisi| , S
indikator Kinerja Akhir
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |gppp Daerah
Persentase Pejabat ASN yang % | 54,15 | 54,69 | 55,37 | 61,50 | €7,62 | 78,50 | 95,51 | 95,51 |BKPSDMD
telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural
- | Indeks Reformasi Birokrasisub | Nilai | NA | NA | 62,50 | 63,00 | 63,50 | 64,00 | 64,50 | 64,50
komponen penataan sistem
manajemen SOM
Persentase pegawai dengan % NA | NA | 80,00 | 8500 | 90,00 | 9500 | 100 | 100
penilaian prestasi kerja baik
Nilai IKM Pelayanan % NA | NA | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00
Kepegawaian
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BAB VIl
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Maiusia Cacich Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah selama lima
tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen
perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada
RFJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang tahun Z018-2023
yang periu diatur sebagai berikut.
1.

Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinac Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian
target-target Renctra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra
dengan sebaik-baiknya.

Diharapkan  seluruh  aparatur di  Sekreiariat dan bidang-bidang pada
Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Badan Kepegawaiar dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan
dovumen perencanaan tahunan dalam kurun wakiu tahun 2018 hingga tahun 2023.
Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan,
maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
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4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka periu dilakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan
kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahanr kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah,
maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Badan Kepagawaian dan Pengembangan
Sumber Uaya manusia Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.
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